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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di negara Singapura, Jepang, 

Cina, Korea Selatan, dan India adalah sebagai berikut: 

a. di Negara Singapura, klasifikasi pihak-pihak yang terhutang pajak 

penghasilan di Negara Singapura ditentukan melalui keberadaan kegiatan 

operasi, tempat instalasi website, dan tempat pemanfaatan host service 

provider sedangkan untuk pajak pertambahan nilai, perlakuannya 

dipersamakan dengan pajak pertambahan nilai untuk tangible goods kecuali 

kegiatan impor intangible goods dengan cara mengunduh karena 

mengunduh produk intangible goods impor dibebaskan dari pajak 

pertambahan nilai. 

b. di Negara Jepang, klasifikasi pihak-pihak yang terhutang pajak di Negara 

Jepang bergantung pada jenis transaksi (B2B atau B2C) dan penggolongan 

domestic transaction atau foreign transaction. Pemerintah Jepang berhak 

memungut pajak atas domestic transaction untuk jenis transaksi B2B 

maupun B2C. Pemerintah membentuk PROTECT di setiap daerah untuk 

mengawasi transaksi e-commerce di masing-masing wilayah kerja. 

c. di Negara Cina, para pedagang yang menggunakan website untuk kegiatan 

operasinya harus mendaftarkan website mereka ke pemerintah Cina apabila 

mereka menginginkan website mereka dapat digunakan di Cina. Pemerintah 

Cina menggunakan sistem real time monitoring terhadap aktivitas transaksi 

yang dilakukan dalam website yang sudah terdaftar di server pemerintah 

Cina untuk mengawasi transaksi e-commerce yang terjadi di Cina. 

d. di Negara Korea Selatan, pemerintah membentuk KTFC untuk mengawasi 

seluruh transaksi yang terjadi di Korea Selatan, baik secara e-commerce 

maupun tradisional. Transaksi B2B maupun B2C dengan perusahaan asing 

sebagai penyedia barang atau jasa elektronik, baik diterima langsung oleh 
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konsumen di Korea Selatan maupun melalui agen di Korea Selatan, wajib 

membayar PPN kepada pemerintah Korea Selatan. 

e. di Negara India, pemerintah India merumuskan EQL untuk dapat memungut 

pajak dari foreign beneficial owner yang tidak menjadi subjek pajak dalam 

undang-undang lokal. EQL hanya diberlakukan untuk transaksi B2B dan 

pendapatan atas EQL dimasukkan ke dalam pos pendapatan lain-lain dan 

bukan sebagai pendapatan pajak bagi pemerintah India. 

 

2. Kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di Indonesia adalah 

a. Kegiatan penyediaan jasa e-commerce (untuk wajib pajak dalam negeri dan 

wajib pajak luar negeri yang perlakuannya dipersamakan dengan wajib 

pajak dalam negeri) terhutang PPh 21/23/26 

b. Wajib pajak luar negeri yang perlakuannya dipersamakan dengan wajib 

pajak dalam negeri wajib memiliki BUT dalam negeri 

c. Waktu terhutangnya PPN untuk pemanfaatan di dalam daerah pabean 

adalah 

i. harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau 

pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan 

secara konsisten; atau 

ii. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana 

dimaksud pada angka 1) tidak diketahui; atau 

iii. pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP 

d. Waktu terhutangnya PPN untuk pemanfaatan di luar daerah pabean adalah 

i. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang 

memanfaatkannya; atau 

ii. penyerahan JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau 

iii. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya 

 

3. Toko Bayi ABC belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan 3M 

(menghitung, membayar, melapor). Terdapat kelalaian dalam melaksanakan 

kewajiban 3M berkaitan dengan PPh 23, PPh 25, dan PPN 
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4. Kendala dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi e-commerce di 

Indonesia adalah 

a. Kepatuhan wajib pajak e-commerce yang dinilai masih rendah 

b. Kekurangan tenaga kerja pemeriksa mengingat penelusuran transaksi e-

commerce memerlukan waktu yang lebih lama daripada penelusuran 

transaksi tradisional. 

c. Kurang adanya dukungan sarana dan prasarana di Indonesia dari segi 

hukum, teknologi informasi, dan SDM yang memadai. 

 

5. Kebijakan perpajakan transaksi e-commerce yang dapat diterapkan di 

Indonesia adalah metode EQL seperti di Negara India karena tidak mengubah 

undang-undang yang sudah ada dan dapat diterapkan tanpa memakan waktu 

yang lama meskipun masih terdapat banyak kekurangan seperti pendapatan 

dari sistem EQL diklasifikasikan ke dalam pendapatan lain-lain (bukan 

pendapatan pajak) dan pemungutan pajak atas sistem EQL tidak dapat 

dijadikan kredit pajak di negara lain.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut 

1. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan SDM dan teknologi informasi 

yang memadai seperti yang diterapkan di Negara Singapura dan Negara Cina 

yaitu memiliki host service provider yang dikelola oleh pemerintah sendiri di 

Negara Singapura atau memiliki hak tunggal atas penerbit sertifikat elektronik 

seperti di Negara Cina atau segala transaksi e-commerce harus menerbitkan 

electronic invoice dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah seperti di 

Negara Cina.  

2. Pemerintah Indonesia sebaiknya merevisi undang-undang mengenai BUT 

yaitu BUT juga ditentukan melalui tempat perusahaan menginstalasi website 

dan melakukan kegiatan operasi selain dengan pertimbangan time-test dan 

letak fisik aset milik perusahaan. 
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3. Toko Bayi ABC sebaiknya lebih memperhatikan mengenai waktu pembayaran 

dan pelaporan serta turut mengawasi pemenuhan kewajiban membayar dan 

melapor pajak kepada konsultan sebagai wakil dari wajib pajak.  
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